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WALIKC>TA MOJOI{ERTO 

PE.RATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOn�OR 17 TAHUN 2008 

TENT ANG 

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KC>T A MOJOKERTO 

WALIKOTA \IIOJOKERTO, 

Menimbang · : bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 
4 Tahun 2008 tentanq Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto, maka 
perlu menetapkan Rincian Tuqas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kota Mojokerto dengan Peraturan Walikotc. Mojokerto. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Kola Kecil dalam lingk1Jngan Propinsi Jawa 1imur/Jawa Tengah/Jawa 
Ba.at; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanqan Negara 
(Lembaran Neqara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan l.ernbaran Negara Republik lndoneisa Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Nemer 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Ta:1u11 2008 tentang Perubahan Kedua Undang- 
Undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahar, Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4844) ; 

"·· Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah 
(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438); 

5. Peraturan Pernerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 
Batas \f\lilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara 
Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242); 

• 



• 

Menetapkan 

6. Perr turan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten+ang Pembagian 
urusan Peme1rl11\�ha,1 Antaru Pemerlotah. Pem.=irintah Daerah 
Provinsi d •. n Pemerintah KabLrpaten/Kota (Lembaran· r\legara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orqanisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambanan Lembaran Negara Nomor 4741); 

8. l(eputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 100 Tahun 1996 tentanq 
Pedornan Orqanlsasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidiknn dan 
Kebudayaan Daerah Tingkat II di Kecarnatan: 

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur N0gara Nomor 106 
Tahun 1994 tentanq Pedoman Organisasi UPT, Unit Pelaksana 
Daerah dan UF'TD: 

10. Peraturan Me11teri Da lam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Te'cnis Penataarr Organisasi Perangkat Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nornor 2 Tahun 2008 tentang 
Ur usan Pemerintahan Daerah Kola Mcjolcerto; 

12. Peraluran Daerah Kola Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Dinas-Dinas Kata Mojokerto. 

VIEMUTUSKAN • 

• PERATURAN W11LIKOTA MOJOKEf'<TO -:-ENTANG RINCIAN ruoxs 
POKOK DAN FUf�GSI DINAS PE�JDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOT!', 
MOJOKl:RTO. 

BABI 

KETENTLJAN UMUM 
' 

Pasa, ·1 

Dalam peraturan lni yang dirnaksud dengan : 

1 . Kot,; adalah Kota Mojokerto; 

7. Perner.ntah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto: 

3. Walikota adalah Walikota r/lojokerto; 

4. Wakil Walikc1,a adalah Wakil Walikota Mojokerto; 

5. Sekretaris Daerah Kola adalah Sekretaris Daerah Kata 
Mojokerto; 

• 

' 

• 

7. 



., 

6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Penclidikar dan 
Kebudayaan Kota Mojokerto; 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan f�ebudayaan 
Kota Mojokerto; 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasa\2 

(1) Susunan Orgarisasi Dinas Pondidikan dan Kebudayaan Kota 
Mojokerto terdiri atas : 

a. Kepala 

b. Sekretariat 

c. BicJang t<etenagaan 

d. Biciang Pendidikan TK/SD 

e. Bidang Pendidikan SMP/SMNSMK 

f. Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda Olah Raga <Jan 
Kobudavaan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional 

h. UPTD 

(2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris can Kepala 
Bidang yan!,) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dar, Kebudayaan 
adalah sebagaimana tercantum daiam lampiran I dan merupakan 
bagian yang tidak terplsahkan d,,ri peraturan ini. 

' 
Pasal 3 

(1) Sekretariat mempunyai tugas menyeler,ggarakan pengelclaan 
penyusunan perencanaan dan program, urusan keuanqan, 
kepegawaian, umum dan mengkoordinasikan secara teknis dan 
administratif pelaksanaan kegiatan dinas serta melaksanakan 
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
bidang tuqasnya. 

' 

• 

• 
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(2) Untuk menyelenggarakan tug as dimaksud pad a ayat (1 ), 
Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. Peinyusunan rencana kegiatan dan program kerja Dlnas 
Pendidikan dan Kebudayaan; 

b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan 
pelaporan pertanggung jawaban i<euangan; 

c. Pelaksanaan pernbinaan organisasi dan tata laksana; 

d. Penge1olaan administrasi kepegawaian, keuangan dan 
perlengkapan; 

e. Pergelol,3an urusan rumah tangga, surat menyurat dan 
kearsipan: 

f. Penyiapan data. inforrnasi, kepustakaan, hubungan 
masyaralcat dan inventarisasi; 

• 

g. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang 
dilaksanakan dilinqkunqan dinas. 

Pasal4 

(1) Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : 

a. Sub Bagian Penyusunan Program 

b. Sub Bagian Keuangan 

c. Sub Bagian Kepegawaian can Umum 

(2) 5ub Baqian-Sub Bagi an dimaksud pad a ayat (1) masing-masing 
dipimpin oleh Seorang Kepala Si.b Bagian yang berada dibawah 
dan L>ertanggung jawab kepada Sekretaris. 

Pasal 5 

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas : 
' 

a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka 
penyusunan proqrarn kerja dan rencana kerja; 

b. lvlenyiapkan bahan penyusunan peraturan perundanq-undanqan 
dibidang pendidikan dan kebudayaan; 

c. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana 
dinas; 

d. Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan dinas; 

e. Melaksanakan koorclinasi dalam rangka perencanaan program 
kerja dan rencana kerja bidang penoidlkan dan kebudayaan; 

f. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan 
program kerja; 
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g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesual 
dengan bidang tugasnya. 

Pasal 6 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

Menghimpun dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaar, Anggaran (DPA); 

b. Melakukan pengelolaan keuanqan anggaran dinas: 

c. Mengurus pembayaran gaji, keuangan, perjalanan dinas can 
keuanqan lair nya; 

d. Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggur1g jawaban 
keuangan; 

e. Melaksanakan tugas-tugas la.n yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 7 

Sub Bagian Kepeqawaian dan Umum mempunyai tugas : 

a. Menyusun dan memclihara data administrasi kepegswaian serta 
cata kegiatan yang berhubunqan dengan kepegawaian; 

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan 
can pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta pengelolaan 
administrasi kepegawaian; 

c. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kegiatan 
pemberian lnformasi dan hubungan masyarakat; 

d. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan 
barnng milik dinas serta mengurus pemeliharaan ksberslhan dan 
kearnanan kantor; 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain :rang diberikan o.eh Sekretaris 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 8 

(1) Bidang Ketenagaan mempunyai tugas molaksanakan 
pengelolaan administrasi dan pengembangan tenaga pendidik 
dan tenaga kependidikan serta me laksanakan tugas-tugas lain 
yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai denqan bidang 
tuqasnya, 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1 ), Bidang Ketenagaan mempunyai fungsi : 

a. Penqelolaan administrasi kepegawaian tenaga pendidik dan 
kependicJikan. 

• 

a. 
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b. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan urusan 
pengangfcatan, mutasi, pembinaan clan pengembangan 
'carter tenaga pendidik dan kependidikan serta tenaga yang 
membldanql kegiatan pendldikan non formal. 

Pasal 9 

(1) C1dang Ketenagaan terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu : 

a. Seksi Tenaga Pendidik 

b. Seksi Tenaga Kependidikan 

c. Seksi Pe1gemba.igan Surnber Daya Manusia 

(2) Seksi-seksi sebaqalrnana dimaksud pada ayat (1) masing- 
masing dipirnpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Ketenaqaan, 

Pasal 10 

Seksi Tenaga Penclidik mernounyal tugas : 

a. f\1engumpulkan dan rnenqhirnpun data tenaga pendidik TK, SD, 
SLB, SMP, SMA dan SMK; 

b. Mengumpulkan dan rnenqhimpun menganalisa dan rnenqolah 
data peserta sertifikasi tenaga pendidik; 

c. Mengolah dan menqanalisa data tentang per,gangkatan 
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, 
pemberhentian tena ja pendidik TK, SD, SLB, S�1P, SMA dan 
SMK; 

• 

• 

d. 
• 

Menyusun dan memelihara data tenaga pendidik TK, SD, 
SMP, SMA dan SMK; 

• 

SLB ' 

e. Menginventarif;as, permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan tenaga pendidik dan menyiaµkan bahan 
petunjuk psmecahan masalah; 

f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 
dengan bidanq tuqasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
tug as; 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Ketenaqaan sesuai denqan bidang tugasnya. 

Pasal 11 

Seksi Tenaga Kependidikan mempunyai tugas: 

a. 111er.gumpulkan dan menqhimpun data tenaga kependidikan dan 
Pengawas Sekolah; 
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b. Mengolah dan menganalisa data usulan psnqadaan, kenaikan 

pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan serta pember- 
hentian tenaga kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

c. Menyusun d an memelihara data tenaga kependidikan dan 

Pengawas Sekolah; 

d .. Menyusun dan memelihara data adrrumstrasi kepegawaian serta 
data keqiatan yang barhubunqan dengan kepegawaian tenaga 
kependidikan dan pengawas sekolah; 

e. Menginventarisasr permasalahan-permasalahan yang menyang- 
kut tenaga kependidikan dan menyiapkan bahan petunjuk 

pernecahan masalahnya: 

f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; 

g. Melal<uf;an koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 
dengan bidanq tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

t.iqas: 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Ketenagaan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 12 

Seksi P8,1gembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan bahan dalam rangka peny· ·sunan rencana kegiatan 

pengembangan sumber daya manusia Tenaga · Pendidik dan 

Kependidikar1; 

b, Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan ponqembanqan 
sumber daya rnanusia Tenaga Pendidik dan Kependidikan; 

c. Melaksanakan penclidikan dan pelatihan serta kursus-kursus 
dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia; 

d. MelaksanakE1n penyusunan rencana peningkatan kssejahteraan. 
' 

penqharqaan dan perlindungan bagi Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan; 

e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 

dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tug as; 

f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksar.aan tugas ; 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain vang d.berikan oleh Kepala 
'3idang Ketenagaan sesuai denqan bidang tuqasnya. 

Pasal 13 

(1) Bidang Pendidikan TK/SD mempunyai tugas melaksanakan 

pembinaan, pengelolaan pendidikan TK/SD serta melaksanakan 
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• 

tugas lain y,1ng diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
bidang tuqasnya. 

(2) Untuk menye,lenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ), Bidang Pendirlilcan TK/SD mmpunyai funqs: : 

a. Penyusunan dan penetapan pedoman dan petunjuk 
pelaksanaan pengelolaan TK/SD; 

b. Pelaksanaan ,:iembinaan, pengendalian, pengawasan dasar 
evaluasi penyelenqqaraan pendidikan TK/SD; 

• 

• • movas: pelaksanaan 
lokal dan pelaksanaan rnuatan 

SD serta 
kurikulum 

nasiorial 
c. Perietapan 

kurikulum 
pendidikan: 

d. Pelaksanaan pernberian akreditasi TK/SD Swasta sesuai 
dengan peraturan yang berlaku; 

e. Pembir1aan pengelolaan TK/SD; 

f. Penyusunan rencana kebutuhan dan penqelolaan sarana 
dan prasarana TK/SD; 

g. Penqelolaan perijir,an penqqunaan sarana clan prasarana 
TK/SD. 

Pasal 14 
• 

(1) Bidang Pendidikan TK/SD terdiri alas 3 (tiga) Seksi yaitu : 

a. Seksi Kesiswaan TK/SD 

b. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan TK/SD 

c. Seksi Kurikulum dan Pengendalian TK/SD 

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing- 
masing dipirnpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawao kepada Kepala Bidang Pendidikan TK/SD . 

• 

Pasal 15 

Seksi Kesiswaan 1-KJSD mempunyai tuigas : 

a. lv1e11yusun can menetapkan pedoman petunjuk pelaksanaan 
pengelolaan, pen:lirian, pengembangan dan penutupan TK/SD; 

b. Mengurnpulkan bahan penyusunan pelaksanaan i<egiatan siswa 
dan melaksanakan pembinaan kegiatan siswa TK/SD; 

c. Mengumpul� an bahan penyusunan kebijakan dan pedoman 
pelaksanaan penerimaan siswa Tl<ISD berdasarkan pedoman 
dari pemerintah; 

d. Melaksanakan akreditasi TK/SD 3wasta sesuai dengan 
pedoman yang berlaku; 

• 
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e. Melaksanakan peremajaan data dalam sistem infcrmasi 

manajemen pendidikan TK/SD sesuai dengan pedoman yang 
berlaku; 

f. Melakukan koordiuasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 
dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
tug as; 

g. Menviapkan bahan eva,uasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; 
' 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Pendidikan TK/SD sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 16 

Seks' Sarana dan Prasarana Tf"JSD mempunyai tuqas : 

a. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penqadaan sarana dan 
prasarana Pendrdikan TK/SD sesuai .lenqan 
berlaku; 

peraturan yang 
• 

b. Menyusun re ncana pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan 
perbaikan dan penghapusan serta inventarisasi sarana dan 
prasarana Pendidikan TK/SD baik yang berasal dari penqadaan 
sendiri rnaupun yang berasa! dari subsidi/bantuan; 

c. Menetapkan skala prioritas pemberian bantuan terhadap 
lembaga Pendidikan TK/SD; 

penggunaan sarana dan ... 
IJ In Melaksanakan pengelolaan 

prasarana Pendidikan TK/SD 

Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan 
penyaluran, pemanfaatan/penggunaan sarana dan prasarana 
Pendidikan T'<ISD; 

• 

d. 

e . 

t. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait 
sesuai dengan bidang tugasnya · dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas; ' 

g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Pendidikan TK/SD sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 17 

Seksi Kurikulum dan Pengendalian TK/SD mernpunyai tuqas : 

• a . Menyusun dan menetapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan 
dan penqernbanqan Kurikulum Tingkat Satuar Pendidikan 
TK/SD; 
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b. Menyiapkan bahan ksbllakan, pedoman dan petunjuk 
pelaksanaan penilaian hasil be!ajar TK/SD berdasarkan 
kebijakan yeng ditetapkan oleh pemerintah; 

c. Menyiapxan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 
pelaks.a-iaan ujian nasional, kalender pendidikan dan jumlah jam 
efektif TK/SD; 

d. lv1elaksanakar1 pengendalian, pengawasan, fasilitasi dan 
supervisi penyelenggaraan program dan pengelolaan pendidikan 
TK/SD; 

' 

e. Me.akukan koordinasl dengan unit kerja/instansi terkalt sesuai 
dengan bidang tugasnya dalam rangka 'celancaran pelaksanaan 
tug as; 

f Menyiapkan t.ahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Pendidikan TK/SD sesuai deriqan bidang tuqasnya, 

Pasal 18 

(1) Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK mempunyai tugas 
melaksanakan pernbinaan pengelolaan Pendidlxan 
SMP/SMA/Sf\�K serta melaksanakan tuqas lain yang diberikan 
oleh Kepa'a Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Untuk menyelenqqarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ), Bidang Pendidikan SMfJ/Stv,A/SMK rnernpunyai fungsi 

a. Penyusunan dan penetapan pedoman dan petunjuk 
pelaksanaan pengelolaan SMPiSMA/SMK; 

b. Pelaksanaan pembinaar,, pengendalian, pengawasan dan 
evaluasi penyelenggaraan pendidikan SMP/SMA1SMK; 

c. Penetapan kurikulum muatan lokal 'dan pelaksanaan 
Kurikulurn Nasional SMP/SMA/SMK serta pelaksanaan 
inovasi pendidikan; 

d. Pelaksanaan pemberian Akreditasi SMP/SMA/SMK Swasta 
sesuai denqan peraturan yar1g berlaku; 

e. Pembinaan pengelolaan SMP/SMA/SMK; 

f. Penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan sarana 
dan prasarana SMP/SMA/SMK; 

g. Pengelolaan perijinan penggunaan sarana dan prasarana 
SMP/SMA/SMK 

11. Pelaksar1aan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan 
tug as; 
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Pasal 19 

(1) 3idang Pendidikan SMP/SMA/SMK terdiri atas 3 (tiga) Seksi 
yaitu : 

a. Seksi Kesiswaan SMP/SMA/SMK 

I:. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP/SMA/SMK 

c. Seksi Kurikulum dan Pengencialian SMP/SMA/'.'.iMK 

(2) Seksi-seksi sebaqairnana dimaksud pad a ayat (1) masing- 
masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan 
SMP/SMA/SMK. 

Pasal20 

Seksi Kesiswaan SMP/SMA/SMK mempunyai tuqas : 

a. Menyusun dan menetapkan pedoman petunjuk pelaksanaan 
pengelolaan, pendirian, pengembangan dan penutupan 
SMP/SMA/S��K; 

b. Mengumpulkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan siswa 
dan rnelaksanakan pembinaan kegiatan siswa SMP/SMA/SMK ; 

c. f\ 1engumpulkan bah an penyusunan kebijakan dan pedoman 
pelaksanaan per,erimaan siswa SMP/SMA/SMK berdasarkan 
pedoman dari pemerintah; 

d. Melaksanakan akreditasi SMP/SlvlA/SMK Swasta sesuai dengan 
pedoman yar·g berlaku; 

e. Melaksanakan peremajaan data dalam sistern informasi 
manajemen pendidikan SMP/SMA/SMK sesuai'denqan pedoman 
yang berlaku; 

f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; 

g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 
denqan bidanq tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
tug as; 

• 

• 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Elidang Pendidikan SMP/SMA/SMK sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

- 
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Pasal21 

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP/SMA/SMK mempunyai 
tugas : 

a. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penqadaan sarana dan 
. 

prasarana Pe·ndidikan SMP/SMA/SMK sesuai dengan peraturan 
yang berlaku; 

b. Menyusun rencana pengadaan, pendistribusian, pen1eliha-aan 
perbaikan dan penghapusan serta inventarisasi sarana dan 
prasarana Pendidikan SMP/SMA/SMK baik yang berasal dari 
pengadaan sendiri maupun yang ber asal dari subsidi/bantuan; 

c. Menetapkan skala prioritas pemberian bantuan terhadap 
lembaga Pendidlxan SMP/SMA/SMK; 

d. Melaksanakan pengelolaan ijin penggunaan sarana dan 
prasarana Pendidi'can SMP/SMA/SMK; 

e. M,:,laksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan 
penyaluran, pemanfaatan/penqqunaan sarana dan prasarana 
Pendldikan SMP/SMA/SMK; 

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait 
sesual dengan bidang tuqasnye dalam ranqka kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tug as ; 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Pendidikan Sf\�P/SMA/SMK sesuai der.can bidang 
tugasnya. 

Pasal 22 

Seksi Kurikulum dan Penqendalian SMP/SMA/SMK mempunyai tugas : 
. 

a. Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk 
pelaksanaan penilaian hasil belajar SMP/MTs/SMA/MA/S1v1K 
berdasar'can kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah; 

b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 
pelaksanaan Ujian Nasional, Kalender Pendidikan dan Jumlah 
Jam Efektif SMP/MTs!SMA/MA/SMK; 

. 
c. Melaksanakan per.gendalian, pengawasan, fasilitasi dan 

supervisi perryelenggaraan program dan pengelolaan pendidikan 
SMP/MTs/SMA/MA/SMI<; 

d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 
dengan bidanq tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
tunas: 

e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelapo,an pelaksanaan tugas; 

' 

f. 
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f. Melaksanaka11 tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK sesual denqan bidang 
tugasnya 

Pasal 23 

(I) Bidang Pendidikan Non Forrnal, Olah Raqa dan Kebudayaan 
mempunyai tugas rnelaksanakan sebagian tugas Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan di Bidang Pendidikan Non Forrnal, 
Olah Raga dan Kebudayaan serta rnelaksanakan tuqas lain yang 
diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Untuk menyelenggarakan tug as dirnaksud pada ayat (1 ), Bidang 
Pendidikan Non Formal, Olah Raga dan Kebudayaan 
mernpunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan pendataan kegiatar, penyelenqqaraan 
Pendidikan Non Formal, Olah Raga dan Kebudayaan; 

b. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan Pendidikan Non 
Formal, Olah Raga dan Kebudayaan; 

"· Penyaluran subsidi atau bantuan sara-ia kegiatan 
Pendidikan Non Formal, Olah Raga dan Kebudayaan; 

d. Pelaksanaan pengelolaan ijin dan pemberian rekomendasi 
kegiatan yang diselenggarakan masyarakat yang berkaitan 
dengan Pendidikan 1'.on Formal, Olah Raga dan 
Kebudayaan; 

e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam 
rangka pernbinaan dan pelaksanaan kegiatan Pendidikan 
Non Formal, Olah Raga dan Kebudayaan; 

' 

f. Pelaksanaan evaluasi.. 
penyelengqaraan kegiatan 
Raga dan Kebudayaan. 

pelaporan 
Pendidikan 

' 

dan 
Non 

pemantauan 
Formal, Olah 

• Pasal 24 

( I J Bidang Pendidikan Non Formal, Pernuda, Olah Raga dan 
Kebudayaan terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu : 

a. Seksi Pendidikan Non Formal 

b. Seksi Pc,muda dan Olah Raga 

c. Seksi Kc,bJdayaan 

(2.) Seksi-seksi sebaqairnana pada ayat (1) masing-masing diprrnpin 
oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda, Olah 
Raga dan Kebudayaan. 
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Pasal 25 

Seksi Pendidikan Non Formal mempunyai tugas : 

a. Menqumpulkan c'an mengolah bahan penyusunan pedornan dan 
petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan proqrarn-proq.arn 
Pendidikan Non Forrnal dan Pendidikan Anak Usia Dini yang 
diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat; 

• • sesua: b. Menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal 
dengan petuniuk yang telah ditetapkan oleh Pemerlntah ; 

c. Melaksanakan penyusunan rencana program pengembangan 
dan inovasi Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia 
Dini; 

d. Melaksanakan penqelolaan ijin dan pendirian lernbaga kursus 
dan lembaga Pendidikan Anak Ui,ia Dini; 

e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 
dengan bidanq tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanean tugas ; 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Pendidik an Non Formal, Pemuda, Olah Raga dan 
Kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 26 

Seksi Pemuda dan Olah Raga mernpunyai tugas : 

a. Menghimpun, rnenqolah dan merr,elihara bahan dan data 
keqiatan Pemuda dan Olah Raga; 

b. Menyusun pedornan dan petunjuk pelaksariaan pemberdayaan 
pemuda serta melaksanakan pemberdayaan organisasi olah 
raga dan keqiatan pemuda; • 

c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang 
kepemudaan dan keolahragaan; 

d. Melaksanakan f8silitasi dan dukungan sktltitas kepemudaan dan 
keolahragaan; 

• 

e. Melaksanakan pengelolaan ijin penggunaan Gedung Kesenian 
Olah Raga dan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan; 

f. Melaksanakan pengelolaan kebersihan dan perneliharaan 
gedung kesenian dan olah raga serta fasilitas kepernudaan dan 
keolahraqaan: 

• 

• 
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g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga non 
pemerintah don masyarakat sesuai dengan tugasnya dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksunaan tugas ; 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Pendidikan No11 Formal, Pemuda, Olah Raga dan 
K ebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 27 

Seksi Kebudayaan rnemepunyai tugas : 

a. Melaksanakan pendataan kegiatan kesenian, sejarah dan nilai 
budaya, purbakala serta bahasa dan sastra; 

b. Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan nilai-nilai budaya 
tradisi, perfllrnan, penulisan sejarah dan nilai-nilai sejarah bangsa 
serta pelaksanaan penggalian, penelitian dan pengayaan seni; 

c. Melaksanakan penyebariuasan ' seru dan pernbe.ian 
penqharqaan seni: 

d. Melaksanakan bimbingan penyuluhan dan ceramah serta 
periyebaran inforrnasi dalam ranqka meninqkatkan apresiasi dan 
peran serta masyarakat terhadap kebudayaan dan perlindungan 
Hak Kekayaan lntelektual (HKI); 

e. Menyelenggarakan pembinaan, penqernbanqan dan 
penqawasan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern: 

f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga non 
pemerintah, masyarakat dan pelaku seni sesuai denqan 
tugasnya dalarn rangi<a kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
) ' 

Bidang Pendidikan Non Forrnal, Pemuda, Olc::1 Raga dan 
Kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya. 

BAB 111 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 

PENYELENGGARA SMP.'SMA/SMK 

Pasal28 

(1) Penyelenggara SMP/SMA/SMK adalah Unit Pelal.sana Teknis 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang rnenyelenpqarakan 
pendidikan yang berbentuk SMP/SMA/Sf\�K untuk menunjukkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
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secara aktif belajar rnenqernbanqkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, penqendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 
diperlukan dirinya, rnasyarakat, bangsa dan Negara; 

(2) Penyelenggara11n SMP/SMA/SMK ciipimpin oleh seorang Kepala 
Sekolah yaniJ berada dibawah can bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas; 

(3) Kepala Sekolah diangkat dan dibernentikan oleh \t/alikota atas 
usul Kepala Dinas dalarn jabatan fungsional. 

Pasal 29 

(1) Penyelenggara SMP/SMA/SMK mernpunyai tugas menerapkan 
pendidikan denqan manajernen peningkatan mutu berbasis 
sekolah dan masyarakat yang ditunjukkan dengan kernandirian, 
kemitraan, partisipasi, efektif, efisien, keterbukaan dan 
akuntabilitas. 

(7.) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana d.rnaksud pada 
ayat (1 ), Penyeleuqqara SMP/SMA/SMK mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengal1 dan 
rencana pengembangan sekolah secara partisipatif 

b. Pelaksanaan rencana kerja tahunan yang meliputi: 

1. Kalender pendidikan/afcademik yang meliputi jajwill 
pembelajaran, ulanqan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, 
dan hari libur; 

2. Jadwal penyusunan kurikulum untuk tar.un ajaran 
berikutnya; 

3. Mata pelajaran yang ditawarkan pada semester gasal, 
semester genap; 

4. Penugasan pendidik pada mata pelajaran clan kegiatan 

• 

• 

5. Buk1J teks pelajaran yanq dipakai pada masing-masing 
mata pelajaran; 

6. Jadwal penggunaar. dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana pembelajaran; 

7. Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal 
bahan habis pakai; 

8. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga 
kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, 
durasi, peserta, dan penyelenggara program; 

9. Jadwal rapat Dewan Guru, rapat konsultasi sekolah 
denqan orang tua/wali murid, dan rap at sekolah dengan 

• 

• 

• 
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komite sekolah, untuk jenjang pendidikan dasar dan 
menengah; 

10. Rencana anggaran per.dapatan dan belanja sekolah 
untuk masa kerja satu tahun; 

11. Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja 
sekolah untuk satu tahun terakhir. 

c. Pelaksar aan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 
dan instansi terkait, lembaga non pemerintah, masyarakat, 
orang tua/wa] peserta didik dan kornite sekolah: 

d. Pelaksar,aan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

e. Pelaksanaan adrninistrasi ketatausahaan Unit Pelaksana 
Teknis penyelenqqara SMP/SMA/SMK. 

Pasal 30 

(1) Susunan orqanlsasl penyelenggara SMP/SMA/SMK terdiri atas: 

a. Kepala Sekolah 

b. · Wal<il Kepala Sekolah 

c. Tata Usaha Sekolah 

d. Dewan Guru 

e. Komite Sekolah 

(2) Tata IJsaha sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipirnpin oleh seorang kepala Tata Usaha yang berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala f3kolah; 

(3) Bagan struktur organisasi penyelenggara SMP/SMA/SMK adalah 
sebagaimana tercanturn dalam lampiran Ill dan rnerupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. 

Pasal 31 
• 

(1) Tata Usaha sekolah mempunyai tugas rr.enyelenqqarakan 
pengelolaan administrasi dan ketatausahaan serta melaksana- 
kan tuqas-tuqas lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah sesual 
dengan bidang tuqasnya. 

(2) Untuk menyelengqarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Tata 
Usaha Sekolah mempunyai fungsi: 

a. Pengelolaar. administrasl keuangan, 
perlengkapan dan inventarisasi; 

b. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan 
kearsipan; 

• 

kepeqawaian, 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 34 

Hal yang belum dlatur dalam Peraturan ini sepanjang 
pelaksanannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. 

• rnenqenai 

' 

Pasal 35 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal 1 Sept em-J er 2008 
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LAM!'!RAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOtv'.:)R : 17 TAHUN 2008 
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